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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentar Hak Cipta (Lembaran N 1
Republik Indonesia™ wn 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5599);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 176; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5922);

Undang-Undang Nomor 20 .ahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 ,ahun 2019 tentang Jer « 1 Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak ' g Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia . ahun 2023 Nomor 33);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1818);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 1365);

Berita Acara Hasil Pembahasan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Intelektual (Kl) terkait Pengembangan dan
Integrasi Sistem Pembayaran PNBP Kl dengan Sistem Aplikasi Kekayaan Intelektual
(Sistem Aplikasi Kl) untuk layanan: (i) Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang Nomor HKI.1-KU.04.02-16 tanggal 09 Januari 2023, (ii) Hak Cipta
dan Desain Industri Nomor HKI.1-KU.04.02-21 tangt " 10 Januari 2023, (i) Me
dan Indikasi Geografis Nomor HKI.1-KU.04.02-23 tanggal 11 Januari 2023.

Isi Surat Edaran

a.

Menghimbau seluruh pemohon pelayanan kekayaan intelektual yang telah
melakukan pembayaran Kode Billing PNBP pelayanan kekayaan intelektual yang
diterbitkan melalui SIMPAKI untuk mengisi dan mengirimkan formulir permohonan
kekayaan intelektual pada sistem informasi kekayaan intelektual selambatnya
tanggal 30 Juni 2023.

Seluruh pemohon pelayanan kekayaan intelektual secara bertahap menggunakan
Sistem Aplikasi Kl yang telah terintegrasi dengan SIMPAKI terhitung mulai tanggal
2 Mei 2023.

Pembayaran PNBP pelayanan kekayaan intelektual dengan Sistem Aplikasi Kl yang
telah terintegrasi dengan MPAKI dilaksanakan sesuai dengan alur pemt

PNE  pelayanan kekayaan intelektual sel jaimana tercantum dalam Lampiran
Surat Edaran ini.

Konsul i dan inform: yih lanjut terl t alur pembayaran PNBP pelayanan
kekayaan intelektual dan Sistem Aplikasi KI dapat dilakukan dengan menghubungi
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live chat, e-mail, call centre Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau dapat
langsung menghubungi Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual melalui
Koordinator Pengembangan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan ¢ 1 seluruh pemohon keka' in
intelektual di Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2023

IENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,

I
191994032001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. ¢ «retaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.








